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KATA PENGANTAR 

 

 Segala puja dan puji dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa atas 

berkat dan rahmat-Nya, kami dapat menyusun Standar Pendidikan Politeknik 

Kesehatan Denpasar.  

Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan terima kasih 

kepada: 

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan beserta jajarannya yang telah memacu dan 

memberikan dorongan kepada Politeknik Kesehatan Denpasar dalam 

membangun Sistem Penjaminan Mutu. 

2. Pimpinan Politeknik Kesehatan Denpasar memberikan kepercayaan dan 

dukungannya kepada kami dalam menyusun Standar Pendidikan ini. 

3. Prof. Tirza Hanum selaku narasumber yang dengan sabar telah memberikan 

pendampingan kepada kami selama ini. 

4. Senat Politeknik Kesehatan Denpasar yang telah berkenan membahas Standar 

ini dalam Sidang Pleno pada tanggal 6 Maret 2017 

5. Seluruh civitas akademi Politeknik Kesehatan Denpasar yang ikut memberikan 

kontribusinya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. 

 

 Semoga standar pendidikan ini dapat dilaksanakan dan dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Untuk 

kesempurnaan standar ini, kami mohon kritik dan saran yang membangun.  

 

 

Denpasar, 10 Juli 2017 

Tim Penyusun 
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A. PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Standar adalah seperangkat tolok ukur minimal kinerja sistem pendidikan 

yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang 

harus dipenuhi oleh Direktorat dan Jurusan/ Program Studi yang ada di Politeknik 

Kesehatan Denpasar. Standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen 

penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan 

mutu dan kelayakan unit/urusan/jurusan/program studi untuk menyelenggarakan 

program-programnya.  

Standar Sistem Informasi Pendidikan Kesehatan adalah     seperangkat 

tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat,    

teknologi, dan   sumber    daya   manusia   yang   saling   berkaitan   dan   

dikelola  secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang   

berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. 

2. Ruang Lingkup  

Standar Keterbukaan Informasi Politeknik Kesehatan Denpasar kepada 

masyarakat mencakup: 

a. Standar Isi Informasi  

b. Standar Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi 

c. Standar Penyampaian Informasi 

3. Tujuan 

Standar diperlukan sebagai acuan dasar dalam pelaksanaan SPMI dalam 

rangka mewujudkan visi dan misi Politeknik Kesehatan Denpasar. Acuan dasar 

tersebut meliputi kriteria minimal dari berbagai aspek yang terkait dengan 

penyelenggaraan pendidikan tinggi di Politeknik Kesehatan Denpasar agar dapat 

meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan pendidikan dan sebagai 

perangkat untuk terwujudnya budaya mutu di Politeknik Kesehatan Denpasar.  

Sebagaimana tercantum dalam Misi Poltekkes Denpasar, di antaranya 

disebutkan meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat, 

maka Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) dibentuk untuk 

mengelola, mengkoordinasikan, pendanaan serta sarana prasarana yang memadai 

untuk mendukung pengabdian kepada masyarakat. Untuk mengetahui peningkatan 



7 
 

kualitas maupun kuantitas pengabdian kepada masyarakat diperlukan adanya 

standar tertentu untuk patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih 

lanjut. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Politeknik Kesehatan 

Denpasar melalui UPPM menetapkan standar pengabdian kepada masyarakat 

yang akan menjadi pedoman pimpinan Polkekkes, Ketua Jurusan, Ketua Program 

Studi, dan Dosen serta mahasiswa yang semuanya bertanggung jawab dalam 

peningkatan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat . 

 

4.  Landasan hukum 

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301); 

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara R.I Nomor 4586); 

c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Trnsaksi Elektronik  (Lembaran Negara RI Tahun 2008 

Nomor 4843); 

d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik  (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 

61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4846); 

e. ndang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5063); 

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang 

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336); 

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang 

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, 

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607); 

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah 
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diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2013 

Nomor71, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5410); 

i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan 

Lembaran Negara RI Nomor 5500); 

j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang 

Sistem Informasi Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5542); 

k. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1988/Menkes/Per/IX/2011 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 890/Menkes/ 

Per/VIII/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan; 

l. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.03/I.2/06284/2014 tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 

HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan; 

m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan; 

n. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 1952); 

o. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik 

Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan 

Perguruan Tinggi; 

p. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 62 

Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 

q. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 92 tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan 

Terintegrasi 
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r. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 837/Menkes/SK/VII/2007 tentang 

Pengembangan Jaringan Komputer Online Sistem Informasi Kesehatan 

(SIKNAS ONLINE) 

s. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

HK.02.03/I.2/08810/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Menteri Kesehatan Nomor HK.03.05/I.2/03086/2012 tentang Petunjuk 

Teknis Penyelenggaraan Organisasi dan Tata Laksana Politeknik 

Kesehatan. 
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Mutu 
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VISI,  MISI 

DAN TUJUAN  

Visi  

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, 

profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 

2030. 

Misi  

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan 

yang berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan 

pariwisata 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan   

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan lokal 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan 

di luar negeri 

Tujuan  

1. Menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang berkualitas dan 

bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, 

teknologi di bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 

DEFINISI 

ISTILAH 

 

Standar keterbukaan informasi kesehatan adalah  kri teria 

minimal sistem informasi yang  ada  dan  mampu  

menyediakan   mekanisrne  komunikasi  antar   Poltekkes 

Kemenkes Denpasar dengan masyarakat dan pemangku 

kepentingan dengan berbagai cara, sehingga  informasi dari 

Poltekkes Kemenkes Denpasar bisa diakses oleh masyarakat 

dengan mudah dan  valid. 

RASIONAL 

STANDAR 

Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan iptek  untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi 

Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada 

masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan 

ketersediaan informasi untuk masyarakat yang dapat diakses dengan 

mudah. 

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem 
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informasi akademik bertujuan untuk menjamin ketersediaan, 

kualitas, dan akses akademik mengoptimalkan aliran data dari  

Jurusan dan atau program studi atau sebaliknya; dan mewujudkan 

penyelenggaraan Sistem Informasi Akademik yang terintegrasi. 
 

PERNYATAAN 

ISI STANDAR  

 

Beberapa informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat adalah 

1. Struktur Organisasi 

2. Rencana Strategis 

3. Rencana Kerja Tahunan  

4. Perjanjian Kinerja Tahunan 

5. Anggaran tahunan 

6. Laporan Kinerja (LKIP) 

7. Sistem penerimaan mahasiswa baru 

8. Jadwal penerimaan mahasiswa baru 

9. Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru 

10. Fasilitas pendidikan 

11. Biaya pendidikan  

12. Sistem pembelajaran 

13. Berbagai kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler mahasiswa 

Beberapa informasi yang harus disampaikan kepada mahasiswa adalah 

1. Kalender akademik 

2. Jadwal perkuliahan 

3. Mata kuliah dan beban SKS 

4. Dosen pembimbing akademik 

5. Dosen pembimbing karya tulis 

6. Hasil ujian 

Beberapa informasi yang harus disampaikan kepada dosen adalah 

1. Kalender akademik 

2. Jadwal perkuliahan 

3. Mata kuliah dan beban SKS 

4. Mahasiswa bimbingan akademik 

5. Mahasiswa bimbingan karya tulis 

6. Sistem penilaian hasil belajar 

PIHAK YANG 

BERTANGGUNG 

JAWAB 

1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Unit 

Perencanaan dan Informasi, Unit Penjaminan Mutu, dan Unit Komputer. 

2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, 

Ketua Prodi 

STRATEGI 1. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan tersedianya sarana dan 

prasarana pendukung kegiatan pengumpulan data dan informasi di 

tingkat Poltekkes. 
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2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi 

dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengumpulan data dan informasi di 

tingkat jurusan dan program studi. 

INDIKATOR   1. Jumlah informasi yang bisa diakses oleh masyarakat semakin banyak  

2. Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi  

3. Jumlah sarana penyampai informasi semakin banyak 

4. Jumlah keluhan masyarakat terhadap kesulitan memperoleh informasi 

semakin berkurang 
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3. Persetujuan AA. Ngurah Kusumajaya, 

SP.,M.PH 
Ka Senat  10 Juli 2017 
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5. Pengendalian Ni Ketut Nuratni, SST, M.Kes Unit Penjaminan 

Mutu 

 10 Juli 2017 
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VISI,  MISI 

DAN TUJUAN  

Visi  

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, 

profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 

2030. 

Misi  

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang 

berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan pariwisata 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan   

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan local 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di luar 

negeri 

Tujuan  

1. Menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang berkualitas dan 

bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi di 

bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 

DEFINISI 

ISTILAH 

 

Standar keterbukaan informasi kesehatan adalah  kri teria 

minimal s istem informasi yang  ada  dan  mampu  menyediakan   

mekanisme  komunikasi antar  antar   Poltekkes Kemenkes 

Denpasar dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan 

berbagai cara, sehingga  informasi dari Poltekkes Kemenkes Denpasar 

bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah dan  valid. 

RASIONAL 

STANDAR 

Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan iptek  untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi 

Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat 

agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan ketersediaan informasi 

untuk masyarakat yang dapat diakses dengan mudah. 

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi data dalam system 

informasi akademik bertujuan untuk menjamin ketersediaan, 

kualitas, dan akses akademik.mengoptimalkan aliran data dari  Jurusan 

dan atau Program studi atau sebaliknya; dan mewujudkan 

penyelenggaraan Sistem Informasi Akademik yang terintegrasi. 
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PERNYATAAN 

ISI STANDAR  

 

1. Data dikumpulkan oleh Ketua Jurusan, dan Pembantu Direktur 

2. Dalam pengumpulan data di Jurusan, Ketua Jurusan dibantu oleh 

Sekretaris Jurusan, Ka Prodi, dan para ka sub unit, serta koordinator 

urusan yang ada di Jurusan dan Prodi. 

3. Di tingkat Direktorat, para Pembantu Direktur dibantu oleh Ka Sub Bag, 

para Ka Unit dan Koordinator Urusan. 

4. Data yang berhasil dikumpulkan dikelola oleh Ka Unit Komputer, Ka 

Unit Perencanaan dan Informasi, serta Ka Unit Penjaminan Mutu. 

 

PIHAK YANG 

BERTANGGUNG 

JAWAB 

1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Unit 

Perencanaan dan Informasi, Unit Penjaminan Mutu, dan Unit Komputer. 

2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua 

Prodi 

STRATEGI 1. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan pengumpulan data di tingkat Poltekkes. 

2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi 

dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi kegiatan pengumpulan data di tingkat jurusan dan program 

studi. 

INDIKATOR   1. Jumlah informasi yang bisa diakses oleh masyarakat semakin banyak  

2. Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi  

3. Jumlah sarana penyampai informasi semakin banyak 

4. Jumlah keluhan masyarakat terhadap kesulitan memperoleh informasi 

semakin berkurang 
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2. Pemeriksaan Gusti Ayu Marhaeni, 

SKM.M.Biomed 
Pudir I  8 Juni 2017 

3. Persetujuan AA. Ngurah Kusumajaya, 

SP.,M.PH 
Ka Senat  10 Juli 2017 

4. Penetapan AA. Ngurah Kusumajaya, 

SP.,M.PH 
Direktur  10 Juli 2017 

5. Pengendalian Ni Ketut Nuratni, SST, M.Kes Unit Penjaminan 

Mutu 

 10 Juli 2017 
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VISI,  MISI 

DAN TUJUAN  

Visi  

Menjadi institusi pendidikan tinggi kesehatan yang bermutu internasional, 

profesional, kompetitif, berbudaya, dan berwawasan pariwisata pada tahun 

2030. 

Misi  

1. Meningkatkan layanan pendidikan vokasional di bidang kesehatan yang 

berkualitas internasional berazaskan  budaya  dan  kesehatan pariwisata 

2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian di bidang kesehatan   

3. Mengembangkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis 

kearifan local 

4. Meningkatkan kualitas sumber daya melalui kemitraan di dalam dan di 

luar negeri 

Tujuan  

1. Menghasilkan tenaga kesehatan profesional yang berkualitas dan 

bermartabat, serta mampu bersaing di pasar tenaga kerja global. 

2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi di 

bidang kesehatan berwawasan budaya dan pariwisata. 

3. Menjalin kerjasama lintas sektor. 

DEFINISI 

ISTILAH 

 

Standar keterbukaan informasi kesehatan adalah  kri teria 

minimal s istem informasi yang  ada  dan  mampu  menyediakan   

mekanisme  komunikasi antar  antar   Poltekkes Kemenkes 

Denpasar dengan masyarakat dan pemangku kepentingan dengan 

berbagai cara, sehingga  informasi dari Poltekkes Kemenkes Denpasar 

bisa diakses oleh masyarakat dengan mudah dan  valid. 

RASIONAL 

STANDAR 

Amanat Permenristek Dikti No 44/2015 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi menyebutkan bahwa Pendidikan Tinggi wajib 

melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kegiatan civitas 

akademika yang memanfaatkan iptek  untuk memajukan kesejahteraan 

masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Guna melaksanakan peraturan tersebut dan merealisasikan Visi dan Misi 

Poltekkes Denpasar khususnya pelaksanaan penyampaian data dan informasi 

kepada masyarakat agar dapat terlaksana secara efektif, maka diperlukan 

ketersediaan informasi untuk masyarakat yang dapat diakses dengan mudah. 

Pengaturan penyelenggaraan komunikasi data dalam sistem 

informasi akamdemik bertujuan untuk menjamin ketersediaan, 

kualitas, dan akses akademik.mengoptimalkan aliran data dari  Jurusan 

dan atau Program studi atau sebaliknya; dan mewujudkan 

penyelenggaraan Sistem Informasi Akademik yang terintegrasi. 
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PERNYATAAN 

ISI STANDAR  

 

1. Data yang dikelola menjadi informasi ada dua macam, yakni data yang 

bisa disampaikan kepada masyarakat dan data yang tidak bisa 

disampaikan kepada masyarakat. 

2. Data yang bisa disampaikan kepada masyarakat dilakukan atas 

sepengetahuan Direktur dan atau Pembantu Direktur. 

3. Data yang tidak bisa disampaikan ke masyarakat disimpan oleh Direktur 

dan atau Pembantu Direktur untuk dilaporkan kepada Kementerian 

Kesehatan atau Kepala Badan Pemberdayaan dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kesehatan. 

4. Penyampaian data dan informasi kepada masyarakat bisa dilakukan 

melalui website, brosur, mass media baik cetak maupun elektronik. 

 

PIHAK YANG 

BERTANGGUNG 

JAWAB 

1. Di tingkat Direktorat adalah Direktur, Pembantu Direktur, Unit 

Perencanaan dan Informasi, Unit Penjaminan Mutu, dan Unit Komputer. 

2. Di tingkat Jurusan/Prodi adalah Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Ketua 

Prodi 

STRATEGI 1. Pimpinan Poltekkes menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana 

pendukung kegiatan penyampaian data dan informasi kepada masyarakat 

di tingkat Poltekkes. 

2. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi 

dengan dosen dan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi kegiatan komunikasi data di tingkat jurusan dan program 

studi. 

INDIKATOR   1. Jumlah informasi yang bisa diakses oleh masyarakat semakin banyak  

2. Masyarakat semakin mudah memperoleh informasi  

3. Jumlah sarana penyampai informasi semakin banyak 

4. Jumlah keluhan masyarakat terhadap kesulitan memperoleh informasi 

semakin berkurang 

 

 

 

 


